
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan cara yang dilakukan oleh setiap makhluk        

hidup untuk berinteraksi. Manusia dalam berkomunikasi memiliki caranya        

sendiri, baik melalui percakapan, lagu, lukisan, dan lain sebagainya.         

Perkembangan yang terjadi pada era modern ini membuat manusia lebih          

dipermudah dalam melakukan komunikasi, mereka tidak perlu saling        

bertemu untuk melakukan percakapan tanpa adanya kendala mengenai        

perbedaan tempat dan waktu. Dampak dari kemudahan berkomunikasi        

tersebut membuat setiap negara dapat dengan mudah melakukan hubungan         

untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negara tersebut, dengan kata lain          

perkembangan teknologi komunikasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan       

perekonomian suatu negara. Tidak hanya memberikan dampak positif,        

perkembangan komunikasi tersebut juga dapat memberikan dampak negatif        

terhadap suatu negara, karena dengan kemudahan dalam berkomunikasi        

tersebut, informasi-informasi penting dan rahasia dapat terbongkar dengan        

mudah juga melalui kejahatan digital. Untuk meminimalisir hal tersebut,         

Negara kita membuat suatu produk hukum yaitu UU No 19 Tahun 2008            

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Salah satu dampak positif dengan adanya perkembangan di bidang         

komunikasi yang berimplikasi terhadap perkembangan negara ialah       
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masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi mengenai       

perkembangan perekonomian suatu negara sehingga masyarakat dapat       

menjadi pelaku bisnis dan bekerja sama dengan pelaku bisnis di negara lain,            

dan juga dengan demikian, pelaku bisnis dapat lebih mudah melakukan          

kesepakatan dengan pelaku bisnis yang berkewarganegaraan lain yang        

kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Ada        

beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat perjanjian dengan         

pelaku bisnis di negara lain, salah satunya yaitu bahwa pengaturan          

mengenai perikatan di tiap negara belum tentu sama, sehingga untuk          

melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian tersebut, para pihak         

dapat menentukan pilihan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan        

sengketa yang mungkin terjadi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa         

pelaku bisnis di tiap negara banyak yang melakukan hubungan kerjasama          

dengan pelaku bisnis di negara lain, sehingga tidak jarang ditemui          

permasalahan atau sengketa yang timbul dari kerjasama tersebut. Seringkali         

sengketa tersebut timbul karena adanya masalah dalam pemenuhan prestasi         

para pihak tidak terpenuhi, atau karena perjanjian tersebut ternyata         

merugikan pihak lainnya sehingga muncul tindakan hukum yang timbul dari          

akibat hukum tersebut. 

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab        

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1313       

KUHPerdata, Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau         
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lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga          

dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber perikatan ialah perjanjian, dan          

dari satu perjanjian dapat melahirkan banyak perikatan. Pengaturan        1

mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata memberikan kebebasan        

bagi setiap orang agar dapat menentukan sendiri isi dan ruang lingkup dari            

perjanjian yang akan dibuat, sehingga perjanjian tersebut akan mengikat         

para pihak layaknya undang-undang sepanjang perjanjian tersebut tidak        

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan         

kesusilaan. Kebebasan dalam membuat perjanjian tersebut telah diatur        

dalam pasal 1338 KUHPerdata atau yang biasa dikenal sebagai asas          

kebebasan berkontrak. Prof. Subekti menyimpulkan bahwa pasal 1338        

KUHPerdata tersebut menganut sistem terbuka, dimana masyarakat       

diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa saja apabila perjanjian tersebut         

dibuat secara sah dan perjanjian itu akan mengikat para pihak dalam           

perjanjian tersebut.   2

Kebebasan berkontrak yang diberikan oleh KUHPer bukanlah       

kebebasan yang mutlak, melainkan terbatas oleh tanggung jawab para pihak,          

sehingga asas kebebasan berkontrak memiliki sifat bertanggung jawab yang         

berarti bahwa penerapan kebebasan berkontrak harus sejalan dengan        

ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku sehingga ada kesesuaian        

1 J. Satrio, ​Hukum Perikatan : Perikatan pada Umumnya​, (Bandung : Alumni, 1999), hal 40 
2 Hardijan Rusli, ​Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law​, (Jakarta : Pustaka Sinar             
Harapan, 1993), hal 37 
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antara norma yang satu dengan yang lain. Pembatasan kebebasan dalam          3

membuat suatu perjanjian yang diatur dalam undang-undang hanya        

mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap dalam membuat perjanjian         

yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah          

pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh        

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa        

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.   4

Dampak dari adanya keterbukaan informasi dan teknologi saat ini         

membuat semakin dipermudahnya masyarakat Indonesia dalam membuat       

perjanjian dengan pihak asing, seperti membuat perjanjian kerja sama,         

perjanjian jual beli, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki perbedaan dari          

segi pengaturan dengan negara lain, dalam membuat perjanjian dengan​.         

pelaku bisnis asing, hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai          

pembatasan penggunaan Bahasa dalam suatu perjanjian yang salah satu         

pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Aturan tersebut diatur dalam UU        

No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta           

Lagu Kebangsaan. Pasal 31 ayat (1) UU No 24 Tahun 2009 tentang            5

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dijelaskan         

bahwa penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota        

kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi        

3 Andri C. Sihombing, ​Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Perjanjian           
Asuransi di Indonesia, ​Jurnal Hukum Bisnis Volume 29/No. 2-2010, hal. 73 
4 Pasal 1330 KUHPerdata 
5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta             
Lagu Kebangsaan 
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pemerintah Republik Indonesia, dan dalam Pasal 32 ayat (2) No 24 Tahun            

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu         

Kebangsaan menjelaskan bahwa nota kesepahaman yang dimaksud dalam        

pasal (1) juga ditulis dalam bahasa nasional pelaku bisnis asing tersebut           

dan/atau bahasa Inggris.  Dapat disimpulkan bahwa  6

Terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu        

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang           

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penulis         

menggunakan kasus mengenai perjanjian pinjam meminjam (​loan       

agreement ​) antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM          

Limited yang merupakan Perseroan Terbatas berdomisili di Texas, Amerika         

Serikat , dimana perjanjian pinjam meminjam antara PT. Bangun Karya         7

Pratama Lestari sebagai debitor dan Nine AM Limited sebagai kreditor          

dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang          

tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor        

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar karena penggunaan bahasa asing (bahasa      

Inggris) dalam ​loan agreement ​. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi         

Jakarta juga tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat         

sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI.       

Tidak sampai disitu, pihak Nine AM juga melanjutkan perkara tersebut ke           

tingkat kasasi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601          

6 Ibid., 
7 ​Putusan PN No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar 
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K/PDT/2015 dan hasilnya ialah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga         

menolak kasasi yang diajukan sehingga perjanjian tersebut tetap dinyatakan         

batal demi hukum. 

Sebuah ketetapan tidak sah menurut ​Utrecht yaitu : batal demi          

hukum (​nietigheid van rechtswege ​), dan dapat dibatalkan (​verniegbaar ​).        

Ketetapan yang batal berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan         

dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak            

semula. Batal demi hukum berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau          

keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa         

diperlukan keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan        

batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan tersebut. Suatu ketetapan         

dapat dibatalkan berarti semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah,         

pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. 

Dalam kasus mengenai perjanjian pinjam meminjam (​loan       

agreement​) antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM          

Limited, Hakim memutuskan bahwa putusan dinyatakan batal demi hukum.         

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis hendak menganalisis          

mengenai akibat hukum dari pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang            

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap         

pembuatan perjanjian tertulis, dan juga mengenai pembayaran sisa utang         

setelah ​loan agreement ​tersebut dinyatakan batal demi hukum terkait         
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dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor        

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan        

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana akibat hukum dari pengaturan penggunaan Bahasa       

Indonesia yang diaturk dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun            

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu         

Kebangsaan terhadap suatu perjanjian/kontrak berbahasa asing yang       

telah disepakati di Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian utang apabila ​loan        

agreement ​dinyatakan batal demi hukum terkait putusan Pengadilan        

Negeri No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, putusan Pengadilan Tinggi     

No.48/Pdt.G/2014/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 601      

K/Pdt/2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengaturan penggunaan       

Bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24            

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta         
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Lagu Kebangsaan terhadap suatu perjanjian/kontrak berbahasa asing       

yang telah disepakati di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyelesaian utang apabila       

loan agreement ​dinyatakan batal demi hukum terkait putusan        

Pengadilan Negeri No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, putusan    

Pengadilan Tinggi No.48/Pdt.G/2014/PT.DKI, Putusan Mahkamah     

Agung No. 601 K/Pdt/2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan          

praktis, yaitu : 

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau         

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya        

dalam bidang Hukum Kontrak/Perjanjian mengenai pengaruh      

pelaksanaan penggunaan bahasa dalam membuat suatu      

kontrak/perjanjian. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah        

dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan       

bahasa dalam membuat suatu kontrak/perjanjian serta memberikan       

acuan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara gugatan yang         

berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam suatu kontrak/perjanjian di        

masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan juga dapat         
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memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat umum terkait       

permasalahan-permasalahan mengenai kontrak/perjanjian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi       

karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna            

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan.        

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima          

bab tersebut adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima        

bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan       

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memuat mengenai teori-teori hukum yang        

akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam       

penelitian ini. Penulis membaginya menjadi dua sub       

bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual.       

Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai        

pengertian perjanjian, landasan hukum perjanjian,     

unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian,      

asas-asas perjanjian. Selanjutnya dalam landasan konseptual      
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diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan      

Perjanjian agar tidak terjadi perluasan makna atau       

penyimpangan dalam penulisan skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian metode       

penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan       

mengenai jenis penelitian yang digunakan, serta prosedur       

pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum primer,       

maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya penulis akan       

membahas mengenai teknik analisis data yang digunakan       

dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua        

hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu       

menganalisis mengenai argument-argumen yang mendasari     

gugatan Penggugat dalam perkara di pengadilan negeri dan        

pertimbangan hakim serta mahkamah agung dalam perkara       

antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari sebagai       

Penggugat melawan Nine AM sebagai tergugat. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang         

telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan           
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memberikan saran yang relevan dari apa yang sudah        

disimpulkan sebelumnya oleh penulis mengenai     

permasalahan yang diteliti. 
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